LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-1P)
DPKP TAHUN 2021

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

Jl. Jend. Sutoyo No. 04 Telp. (0334) 890388, Email. (dpkp388@gmail.com)
Lumajang - 67315




Laporan Kineria DPKP TA. 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami
dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

Adapun Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan media pertanggung
jawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja
Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik
dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LK]j) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini
disusun dan disajikan berdasarkan Pola Pengukuran Kinerja yang dimulai
dari Perencanaan Strategis dan diakhiri dengan pengukuran kinerja,
kebijakan, sasaran, tujuan atas kegiatan, Program dan Kebijakan yang
dilakukan pada tahun 2021, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan terlebih dahulu.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Pelaporan Kinerja ini masih
belum sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi
penyempurnaan Laporan ini di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik

langsung ataupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian laporan ini.

Lumajang, 15 Januari 2022

CEPALA DINAS
WBAN KAWASAN PERMUKIMAN

LUMAJANG

ANA, ST.MT
8“99901 2 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk mengukur
pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut,
disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman tahun 2018-2023, pada tahun 2021, pencapaian tujuan Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman “Meningkatya Penanganan
KawasanKumuh” diukur dari capaian 1 (satu) sasaran stretegis
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur
Dasar Permukima” yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dimana
selanjutnya diwujudkan melalui pelaksanaan 12 (dua belas) program teknis dan
1 (satu) program Penunjang. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama adalah
Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK yaitu 5.8 HA dan terealisasi
5,71 HA atau 98.44 % pada Wilayah Kabupaten Lumajang sesuai SK Bupati
Lumajang tentang Kumuh. Untuk tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman mendapat anggaran sebesar Rp 50.943.625.520,- terealisasi
sebesar Rp 48.762.092.514,57 atau 95,72 % di akhir periode tahun anggaran
2021.

Capaian tersebut menunjukkan kinerja seluruh komponen Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diupayakan lebih baik dari tahun
ketahun dan akan dievaluasi sebagai sumber informasi dan referensi yang
efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja guna mendukung

terwujudnya Lumajang sejahtera dan bermartabat.



Laporan Kinerja DPKP TA. 2021

A.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan
diberlakukannya Otonomi Daerah dengan lebih mengutamakan
pelaksanaan  desentralisasi, hal ini dapat diartikan bahwa
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah harus
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good
goverment). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem
pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna
dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun
2003 yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Negara berkewajiban untuk menyampaikan Laporan
Kinerja Pemerintah pada masing-masing OPD. Oleh karena itu dalam
proses penyusunannya Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang telah melibatkan seluruh
Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang merupakan instrumen pertanggung jawaban kinerja
dan keuangan Negara yang dilaporkan setiap tahun oleh setiap OPD.

Untuk menjamin pelaksanaan Laporan Kinerja Pemerintah
(LAKIP) yang baik dibutuhkan peran aktif masyarakat dan profesionalisme
aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukian secara sinergi dalam
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang pada
umumnya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada
Khususnya , sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan

bertanggujawab (akuntabel).
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B.
1.

2.

3.

C.

Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana
unsur pemerintahan daerah di bidang Infrastruktur Dasar.

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas.

3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Keciptakaryaan.

Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas

adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;

3. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang pengelolaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dan;

4. Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap
Instansi

Kebijakan adalah merupakan pedoman untuk melaksanakan
tindakan-tindakan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran suatu
organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang sudah ditentukan,

sedangkan kebijakan pemerintah terhadap unit kerja/ instansi yakni :
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1. Meningkatkan Pengelolaan di Bidang Pengembangan Perumahan
untuk masyarakat khusunya di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Meningkatkan Lingkungan sehat di Kawasan Permukiman untuk
Kenyamanan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
3. Menyediakan Tempat Hunian bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah
(MBR) di Wilayah Kabupaten Lumajang.
4. Meningkatkan  Pelayanan Keciptakaryaan untuk  Masyarakat
Kabupaten Lumajang.
5. Struktur organisasi dan eselonisasi jabatan.
6. Personalia/Sumber Daya Manusia
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Lumajang Nomor : 66 Tahun 2019 tanggal 01 agustus 2019 atas
perubahan Peraturan Bupati Nomor : 62 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Lumajang. Maka Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawabhi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2 . Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Perumahan, membawahi :
a. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumabh;
b. Seksi Perizinan Perumahan dan Tata bangunan;
c. Seksi Kawasan Permukiman
d. Bidang Cipta Karya, membawabhi :
a. Seksi Penyediaan Air Bersih;
b. Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
c. Seksi Pengelolaan Drainase;
e. UPT - PALD

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :
- Gol. IV
- Gol. 1l
- Gol. Il
- Gol. |
- Tenaga Kerja Non PNS
2. Berdasarkan Pendidikan :
- Lulusan S2
- Lulusan S1
- Lulusan D3
- Lulusan SLTA
- Lulusan SLTP
- Lulusan SD
3. Tenaga Harian Lepas :
- Lulusan S2
- Lulusan S1
- Lulusan D3
- Lulusan SLTA
- Lulusan SLTP

- Lulusan SD

25 Orang

1
15

55
Orang

N oo !

Orang

15

19

Untuk kelancaran tugas sehari — hari personalia Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang bertempat pada Kantor

Dinas sebanyak 25 Orang PNS dan 55 Pegawai Honorer/PTT
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Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan Sarana
dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai berikut :

1. Sarana Gedung antara lain :
a. 2 (dua) Gedung RUSUNAWA + Gedung Kantor
2. Alat Transpotasi
a. 5 (lima) Unit Kendaraan bermotor roda empat
b. 4 (empat) Unit Kendaraan bermotor roda enam.
c. 2 (dua) Unit Kendaraan bermotor Tiga Roda
d. 12 (dua belas) Unit Kendaraan bermotor Roda dua
3. Sarana Prasarana Pendukung lainya
a. 32 (tiga puluh dua) Unit Komputer
14 (empat belas) Unit Laptop
31 (tiga puluh satu) Unit Printer
1 (satu) Unit TV LCD
4 (empat) LCD Proyektor

-~ ® o 0T

25 (dua puluh lima) Meja + Kursi Kerja
14 (empat belas) Lemari Arsip

3 (tiga) GPS

1 (satu) Unit Kamera Digital

= «Q

j. 3 (tiga) Sound System

k. 13 (tiga belas) Unit AC

. 1 (satu) Lemari Es

m. 1 (satu) Set Sofa

n. 1 (satu) Brankas

0. 1 (satu)set CCTV + 10 Camera

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diatas berada di Kantor
Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, Kantor Pelayanan
RUSUNAWA dan UPT-PALD Kabupaten Lumajang.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis merupakan suatu proses Perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini
menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global yang perlu
dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka
pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja dengan Perjanjian

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023
Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun
2018 — 2023 berpedoman pada Peraturan DaerahKabupaten Lumajang

Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
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A.1l. Tujuan
Perencanaan strategis adalah merupakan produk melalui langkah-
langkah rumusan strategis guna mencapai hasil yang hendak
diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, yakni tahapan-tahapan kurun
waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau rencana strategis (renstra) harus
mengandung tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan selanjutnya
dijabarkan dalam kegiatan agar program-program menjadi skala
prioritas dan bukan skala kebutuhan.

Adapun Tujuan yang ingin diwujudkan adalah Meningkatnya
Penangnan Kawasan Kumuh dengan indikator Luas Kawasan

Kumuh tertangani sesuai SK

A.2. Sasaran

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi,
peluang. Kebutuhan akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang
tersedia maka sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan

Infrastruktur Dasar Permukiman

A.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam penataan dan
pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan pada
aspek-aspek penunjang kondisi wilayah sebagai berikut :
1. Peningkatan dan Pengembangan Perumahan sebagai wujud

ketersediaan hunian bagi masyarakat;

2. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
3. Peningkatan dan Pelayanan Keciptakaryaan;

Kebijakan-kebijakan dan program yang telah ditetapkan terlebih dulu
akan dijabarkan secara strategis pada Rencana Kerja dan Perjanjian

Kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
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A.4. Prioritas Pembangunan

Guna mencapai tujuan dan sasaran Organisasi dalam rangka
mewujudkan visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang telah ditentukan Oleh karena itu, ditetapkan prioritas
pembangunan yaitu Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh di

wilayah Kabupaten Lumajang:

A.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representase/Jumlah
Kumulatif dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan,
dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator
sasaran prioritas kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman  hingga  memunculkan indikator yang  paling
diperhitungkan. IKU dimaksudkan untuk mengukur capaian sasaran
dari prioritas kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2018 — 2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman untuk mendukung terwujudnya Misi ke-2 (kedua) yaitu
Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang
lebih sejahtera dan mandiri dengan tujuan yang harus dicapai yaitu
meningkatnya Penanganan Kawasan Kumuh.

Guna mengukur capaian sasaran sebagiamana tersebut diatas
maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki Indikator
Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan
dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Permukiman indikator sasaran
Luas Kawasan Kumuh tertangani sesuai SK

Guna mendukung keberhasilan Indikator kinerja utama diatas
maka ditetapkan Program yang akan dilaksanakan sebagaimana
berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum
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3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

5) Program Pengembangan Permukiman

6) Program Penataan Bangunan Gedung

7) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

8) Program Pengembangan Perumahan

9) Program Kawasan Permukiman

10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

11) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi,

dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

12) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

A.6. Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel. 2.1.

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

(1)

(2)

)

(©)

Pemenuhan Kebutuhan

Dasar untuk mewujudkan

masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri

Meningkatnya
Penanganan
Kawasan
Kumuh

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
dan Pengembangan
Infrastruktur Dasar
Permukiman

Luas Kawasan
Kumuh tertangani
sesuai SK
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A.7. Stategik

Strategik adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta Kegiatan.

Kebijakan dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan untuk dijadikan pedoman, Pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan
guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan
sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun
Arah kebijakan Pemerintah daerah terhadap Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman yaitu:
a. Meningkatkan pemenuhan rumah bersubsidi bagi MBR
b. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan perumahan dan
Tata Bangunan
Meningkatkan Penangan Kumuh
d. Meningkatkan Layanan Air Bersih, Limbah Domestik dan

Drainase Permukiman secara merata

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sitematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

telah dijabarkan dalam rencana strategis 2018-2023 adalah

sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengembangan Permukiman

o 01 b~ W

Program Penataan Bangunan Gedung

10
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7 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

8 Program Pengembangan Perumahan

9 Program Kawasan Permukiman

10 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
(Psu)

11 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

12 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5
(lima) tahun, mendasari RENSTRA 2018 — 2023 dan direncanakan
pelaksanaan dan pembiayaan baik melalui APBN/APBD, maupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

B. RencanaKerja Tahunan 2021

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian
sasaran jangka pendek (tahunan). Ini bisa dimaknai bahwa target
pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis
seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Rencana Kerja
Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel TC. 33 Lampiran Renja OPD
sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

TC.33
Rencana Tahun 2021
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program
Daerah dan Program/Kegiatan /Kegiatan
Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan fasilitasi
PEMERINTAH DAERAH kebutuhan operasional Kabu;_)aten 100 4,911,924,952
KABUPATEN/KOTA perkantoran Lumajang

11
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Perencanaan,Penggangaran, dan

Persentase fasilitasi dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Kabu;.)aten 100 26,954,500
Evaluasi Kinerja (%) Lumajang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah jenis dokumen Kabupaten
Perangkat Daerah perencanaan Lumajang 16 9,732,500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen RKA-SKPD Kabupaten 4 5,339,000
RKA-SKPD Lumajang T
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen Perubahan RKA- | Kabupaten 3
Perubahan RKA-SKPD SKPD Lumajang 4 ,494,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen LAKIP
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kabu;?aten 4 7,889,000
Kinerja SKPD Lumajang
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase fasilitasi Administrasi
€ € Kabupaten | o, 2,695,459,642
Daerah Keuangan Perangkat Daerah Lumajang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan Kabupaten
) i 12 2,588,853,7
tunjangan Lumajang 588,853,750
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Jumlah fasilitasi administrasi
Tugas ASN keuangan pelaksanaan tugas ASN Kabupaten 12 93,539,692
Lumajang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi | Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD | Kabupaten 100
SKPD Lumajang
P 4,324,000
Jumlah fasilitasi pelaksanaan Kabupaten
akuntasi SKPD Lumajang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah jenis Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun Kabupaten 5 1,246,000
Lumajang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Jenis Laporan Keuangan
Keuangan Kabupaten
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Lumajang 1 4,337,200
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Jenis Laporan Prognosis
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran Kabupaten 3 3,159,000
Lumajang
Adminitrasi Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi Administrasi | Kabupaten 1 48.348.000
pada Perangkat Daerah BMD Perangkat Daerah Lumajang e
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah dokumen Rencana
Barang Milik Daerah SKPD Kebutuhan BMD Kabupaten 1 2,139,200
Lumajang
Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah fasilitasi pengamanan BMD
g 8 pene Kabupaten |, 44,055,000
SKPD Lumajang
Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah fasilitasi penatausahaan
& P Kabupaten ) ) 2,153,800
pada SKPD BMD Lumajang
Aministrasi Kepegawaian Perangkat Persentase fasilitasi Administrasi
peg & X Kabupaten |, 31,328,000
Daerah Kepegawaian PD Lumajang
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah ASN tersosialisasi
& Kabupaten 15,664,000
Undangan peraturan perundangan Lumajang
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN terfasilitasi Bimtek Kabupaten )
Peraturan Perundang-Undangan regulasi kepegawaian Lumajang 1 15,664,000
Administrasi Umum Perangkat Persentase fasilitasi Administrasi | Kabupaten
Daerah Umum PD Lumajang 1 481,354,305
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi
o . Kabupaten
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan yang - 2 19,890,090
disediakan Lumajang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis logistik kantor yan
Y/ g Jmia J g yang Kabu?aten 1 183,775,440
disediakan Lumajang
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Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis barang cetakan yang Kabupaten
Penggandaan disediakan Lumajang 3 27,349,575
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis bahan bacaan Kabupaten
Peraturan Perundang-undangan disediakan Lumajang 100 3,600,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu
jung jung Kabu;?aten ) 6,750,000
Lumajang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah fasilitasi rakor SKPD Kabupaten
dan Konsultasi SKPD Lumajang 100 239,989,200
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi pengadaan Kabupaten
Penunjang Urusan Pemerintah BMD p 2 213,616,287
Lumajang
Daerah
Pengadaan Mebel Jumlah jenis mebel yan
& men) yang Kabupaten |, 9,600,360
disediakan Lumajang
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah jenis peralatan rumah
ne Jenis pera Kabupaten | ¢ 144,417,570
Lainnya tangga yang disediakan Lumajang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah jenis sarana prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan gedung kantor yang dibangun Kabupaten 100 59,598,357
Lainnya Lumajang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase fasilitasi penyediaan Kabupaten
Pemerintah Daerah jasa penunjang operasional p 20 679,037,412
Lumajang
kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah fasilitasi jasa surat
Y Y J Kabupaten | o, 33,885,000
menyurat Lumajang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber jumlah rekening yang dibayar
y . sa K J gyang y Kabupaten 12 124,479,912
Daya Air dan Listrik Lumajang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah fasilitasi jasa pelayanan Kabupaten
Kantor umum kantor Lumajang 100 520,672,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase fasilitasi Kabupaten
Penunjang Urusan Pemerintah pemeliharaan BMD p 100 735,826,806.00
Lumajang
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan/dinas jabatan yang Kabupaten
. L . 112,294,000
Perorangan Dinas atau Kendaraan dipelihara Lumajang
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah jenis peralatan yan
! Jmian Jenis p yang Kabupaten |, 4 54,200,000
Lainnya dipelihara Lumajang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Jumlah jenis sarana prasarana
Prasarana Gedung Kantor atau gedung kantor yang dipelihara Kabupaten 149 569,332,806
Bangunan Lainnya Lumajang
PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kawasan terfasilitasi Kabupaten 100 5 448.438.913
PERMUKIMAN dengan baik Lumajang e
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Jumlah kawasan permukiman
. . . . Kabupaten
Permukiman di Kawasan Strategis yang ditingkatkan - 10 5,448,438,913
Daerah Kabupaten /Kota infrastrukturnya Lumajang
Pembangunan dan Pengembangan Jumlah kawasan permukiman
Infrastruktur Kawasan Permukiman di | yang dikembangkan
: Kabupaten |, o 4,364,136,651
Kawasan Strategis Daerah Lumajang
Kabupaten/Kota
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jumlah kawasan permukiman
Infrastruktur Kawasan Permukiman di | yang mendapat pemeliharaan
: Kabupaten | , 1,084,302,262
Kawasan Strategis Daerah Lumajang
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Penataan Bangunan di | Kabupaten 20 08.8 90
GEDUNG Kabupaten Lumajang 408,854,7
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung
di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,

Jumlah Rumah yang Laik Fungsi

Pemebrin Izin Mendirikkan Bangunan Kabupaten 2000 408,854,790
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Lumajang
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Jumlah rekomendasi teknis ljin
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat | Mendirikan Bangunan (IMB) yang
Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli diterbitkan
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Kabupaten 1000 299 977 290
Bangunan Gedung, serta Lumajang
Implementasi SIMBG
Penyusunan Regulasi terkait Jumlah produk hukum terkait Kabupaten 1 108.877 500
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota bangunan gedung Lumajang =
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Persentase Kawasan yan
. yans Kabupaten ) », 223,937,800
DAN LINGKUNGANNYA tertangani Lumajang
Penyelenggaraan Penataan Bangunan | Jumlah kawasan yang ditangani
dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten 2
Kabupaten/Kota Lumajang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Jumlah dokumen RTBL yang 223,937,800
Strategi dan Teknis Sistem Penataan tersusun Kabupaten
Bangunan dan Lingkungan di Lumajang 2
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN Ratio Rumah terbangun Kabupaten
PERUMAHAN Lumajang 25 1,385,573,000
Pendataan Penyediaan dan 1. Jumlah penyediaan rumah
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 2. Jumlah rumah korban yang K
- ; abupaten | g, 100,000,000
atau Relokasi Program direhab Lumajang
Kabupaten/Kota
Identifikasi Perumahan di Lokasi Jumlah dokumen identifikasi yang
Rawan Bencana atau Terkena Relokasi | disusun Kabupaten 1 100,000,000
Program Kabupaten/Kota Lumajang
Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah rumah korban bencana
Rumah Korban Bencana Atau yang tertangani Kabupaten 200 1,100,000,000
Relokasi Program Kabupaten/Kota Lumajang
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail | Jumlah Site Plan dan/atau Detail
Engineering Design (DED) bagi Rumah | Engineering Design (DED) yang Kabupaten
. - 1 100,000,000
Korban Bencana atau Relokasi tersusun Lumajang
Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta | 1.Jumlah rumah khusus yang
PSU bagi Korban Bencana atau terbangun Kabupaten
Relokasi Program Kabupaten/Kota Lumajang >0
1,000,000,000
2. Panjang PSU rumah khusus yang | Kabupaten
. 500
terbangun Lumajang
Penerbitan Izin Pembangunan dan Jumlah rekomendasi teknis
Pengembangan Perumahan pembangunan dan Kabupaten 25 174,688,000
pengembangan perumahan yang Lumajang
diterbitkan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah Pemenuhan Rekomendasi
Penerbitan Izin Pembangunan dan teknis Izin Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan Pengembangan Perumahan Kabupaten | 170,568,000
Terintegrasi secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik yang | Lumajang

difasilitasi
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Koordinasi dan Sinkronisasi

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan

Pengendalian Pembangunan dan Sinkronisasi dilakukan Kabupaten 10 4,120,000
Pengembangan Perumahan Lumajang
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Jumlah rekomendasi teknis
Bangunan Gedung (SKGB) sertifikat kepemilikan bangunan | Kabupaten | 10,885,000
gedung yang diterbitkan Lumajang
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan koordinasi yang
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan dilakukan Kabu;?aten 4 10,885,000
Bangunan Gedung (SKGB) Lumajang
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Luas Kawasan Permukiman yg Kabupaten
mempunyai izin Lumajang 10 13,599,928,272
Penataan dan Peningkatan Kualitas Luas Kawasan Permukiman yg
Kawasan Permukiman Kumuh dipugar Kabupaten 5.8 2,199,999,750
dengan Luas di bawah 10 HA Lumajang
Survei dan Penetapan Lokasi Jumlah lokasi permukiman kumuh
Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disurvey dan ditetapkan Ej:;?:;:n 2 2,199,999,750
Peningkatan Kualitas Kawasan Jumlah Luas Kawasan kumuh
Permukiman Kumuh dengan luas di tertangani Kabupaten 5.8 11,399,928,522
Bawah 10 HA Lumajang
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten
yang diperbaiki Lumajang 600 6,031,183,522
Pelaksanaan pembangunan Luas permukiman kumuh yang
pemugaran/peremajaan permukiman | telah dilakukan Pembangunan Kabupaten 1 5,368,745,000
kumuh Pemugaran/Peremajaan Lumajang
PROGRAM PENINGKATAN Persentase PSU Perumahan yang
PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS | terpelihara Kabupaten | 221,444,043
UMUM (PSU) Lumajang
Urusan Penyelenggaraan PSU Jumlah perumahan yang Kabupaten
Perumahan difasilitasi pembangunan PSU nya | Lumajang 10 221,444,043
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah perumahan yang
Utilitas Umum di Perumahan untuk difasilitasi penyediaan PSU nya Kabupaten 1 221,444,043
Menunjang Fungsi Hunian Lumajang
PROGRAM PENINGKATAN PELYANAN | Persentase Sertifikat yang terbit
SERTIFIKASI,KUALIFIKASI,KLASIFIKASI
DAN REGISTRASI BIDANG Kabupaten | . 33,713,000
PERUMAHAN DAN KAWASAN Lumajang
PERMUKIMAN
Sertifikasi dan registrasi bagi orang Jumlah sertifikat bidang
atau badan hukum yg melaksanakan perumahan yang diterbitkan
Kabupaten
perancangan dan perencanaan Lumaian 10 33,713,000
rumah serta PSU tingkat kemampuan Jang
kecil
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kegiatan koordinasi yang
Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi dilakukan
Pengembang Perumahan dengan Kabupaten | 33,713,000
Kualifikasi Kecil Lumajang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Persentase Pemenuhan SDA Kabupaten 100 1.540.000.000
DAYA AIR (SDA) Lumajang ’ 4 ’
Pengelolaan SDA dan bangunan Jumlah Bangunan yang terbangun
pengan:nan pantai pada wilayah Kabupaten 200 1,540,000,000
sunngai dalam daerah Lumajang
kabupaten/kota
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk | Jumlah Bangunan yang terbangun
. & gunanyang & Kabupaten | ,,, 1,540,000,000
air baku Lumajang
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PROGRAM DAN PENGEMBANGAN Persentase Penduduk yang Kabupaten 3 9.933. 616,82
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM terlayani Infrastruktur Air Minum | Lumajang | /" 19,933,616,824
Pengelolaan dan Pengembangan Jml Jiwa yang Terlayani
Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten 20000 19,933,616,824
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Lumajang
Pembangunan SPAM Jaringan Jumlah SR Kawasan Perdesaan Kabupaten
Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun Lumajang 5000 12,844,570,424
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | Jumlah penambahan SR Kawasan Kabupaten
di Kawasan Perdesaan Pedesaan Lumajang 1000 5,129,991,400
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di | Jumlah penambahan SR Kawasan
gan rerpip P Kabupaten |, 312,300,000
Kawasan Perdesaan Pedesaan Lumajang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di 1. Jumlah SPAM Kawasan
Kawasan Perkotaan Perkotaan yang dioperasikan Kabupaten 10
Lumajang
2. Jumlah SPAM Kawasan 115,000,000
Perkotaan yang dipeliharan secara Kabupaten 10
mandiri Lumajang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di 1. Jumlah SPAM Kawasan
Kawasan Perdesaan Perdesaan yang dioperasikan Kabupaten 50
Lumajang
113,755,000
2. Jumlah SPAM Kawasan
Perdesaan yang dipeliharan secara Kabu;?aten 25
mandiri Lumajang
Pembangunan Baru SPAM bukan Jumlah SPAM bukan jaringan
Jaringan Perpipaan di Kawasan perpipaan di kawasan perdesaan Kabu;?aten 50 1,400,000,000
Pedesaan yang dibangun Lumajang
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Jumlah SPAM bukan jaringan
. . . . Kabupaten
Perpipaan di Kawasan Pedesaan perpipaan di kawasan perdesaan - 100 20,000,000.00
yang diperbaiki Lumajang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Penduduk yang Kabupaten
PENGEMBANGAN SISTEM AIR terlayanai Sanitasi Luma”)an 71.29 7,203,054,342
LIMBAH 1ang
Pengelolaan dan Pengembangan Jumlah Sarana sanitasi terbangun
Sistem Air Limbah Domestik dalam Kabupaten 700 7,203,054,342
Daerah Kabupaten/Kota Lumajang
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Jumlah kelompok masyarakat /
Limbah Domestik kelompok pengelola yang Kabupaten
mendapat Pembinaan Teknik Lumajang 100 99,999,900.00
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem Jumlah Sistem Pengelolaan Air
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Limbah Domestik skala Kabur.)aten 1 6,630,254,632
Skala Permukiman permukiman yang dibangun Lumajang
Penyediaan Sarana Pengangkutan Jumlah Kendaraan operasional
yediaan gang e P Kabupaten | 116,482,500
Lumpur Tinja Sedot Tinja Lumajang
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur | Jumlah SDM UPT PALD
eny y P Kabupaten |, , 240,424,000
Tinja Lumajang
Pembangunan/Penyediaan Sarana peralatan dan bahan penunjang
. Kabupaten
dan Prasarana IPLT kegiatan dalam pelaksanaan - 30 56,032,110
pekerjaan Lumajang
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ | 1. pengecekan air olahan IPLT
Peningkatan/Perluasan Sarana dan sebelum dibuang ke badan air Kabupaten
Prasarana IPLT Lumajang 12
59,861,200
2. Evaluasi kegiatan UPT PALD Kabupaten 1
Lumajang
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3. Sosialisasi tekait penyedotan Kabupaten 300
lumpur tinja Lumajang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Panjang Drainase Kabupaten
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE terbangun Lumajang 20 4,433,218,950
Pengelolaan dan Pengembangan Panjang Sistem Drainase
Sistem drainase yang terhubung Terhubung yg terbangun
: Kabupaten | 5, 4,433,218,950
langsung dengan sungai dalam Lumajang
daerah kabupaten/kota
Peningkatan Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase yang Kabupaten
Perkotaan ditingkatkan pada kota Lumajang 1000 794,670,750
Rehabilitasi Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase yan
aniang >a yane Kabupaten |, 253,548,200
Perkotaan direhab. Di kota Lumajang
Pembangunan Sistem drainase Panjang Drainase terbangun di
: & anjang & Kabupaten | )5, 3,385,000,000
lingkungan lingkungan Lumajang

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Laporan

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan
penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek
(tahunan) melalui Perjanjian Kinerja. Ini bisa dimaknai bahwa target

pencapaian kinerja bisa diukur secara rasional, subjektif dan logik.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman dapat di lihat sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LUMAJANG
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
@ 2 3 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
dan Pengembangan Infrastruktur Luas Kawasan Kgmuh 5,8 HA
. Tertangani sesuai SK
Dasar Permukiman
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Program

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengembangan Permukiman

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Perumahan

Program Kawasan Permukiman

Program Peningkatan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

JUMLAH

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Anggaran Keterangan
17,636,581,574,- DAU/DAK
6,991,987,650,- DAU/DAK
3,367,809,500,- DAU
2,452,836,474,- DAU
361,793,250,- DAU
4,838,208,132,- DAU
1,197,658,875,- DAU
13,875,306,022,- DAU/DAK
221,444,043,- DAU

50.943.625.520,-

Pencapaian sasaran di dalam Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan melalui

berbagai program dan kegiatan selama tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2.3.
Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2021
Sasaran Strategis Jumlah Jumlah
Program Kegiatan
() 2) 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
dan Pengembangan Infrastruktur 9 21
Dasar Permukiman
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Perjanjian Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara
perencanaan strategis dengan penganggaran. Penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan pembangunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari rangkaian
mekanisme fungsi perencanaan yang sudah Dberjalan mulai dari
Perencanaan Strategis (Renstra) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi
Aktualisasi dari berbagai segmen perencanaan yang sudah dibuat tersebut,
hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan
pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen
pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah
kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana
kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan
berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) harus menyajikan data dan informasi
relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh
karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas

kinerja instansi secara keseluruhan.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan

pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %) Hasil Capaian
> 90 Sangat Berhasil
61 <X =90 Berhasil
31 <X<60 cukup berhasil
<30 belum berhasil
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Prosentase nilai capaian diperoleh dari hasil bagi antara
realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dimana selanjutnya nilai
capaian tersebut telah dilakukan pengkelasan sehingga dapat diambil
kesimpulan pencapaian suatu sasaran berdasarkan Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor :
188.45/326/427.12/2019 tanggal 04 September 2019 yaitu :

Rumus atau Formula Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP

Sasaran Strategis Indikator Rumus / Formula Sumber | Penanggu

Kinerja Data ng jawab
Utama

Meningkatnya Luas Luas Kawasan | DPKP Dinas

Kualitas Pelayanan | Kawasan Kumuh yang | dan Perumahan

dan Pengembangan | Kumuh ditetapkan dengan | Bappeda | dan Kawasan

Infrastruktur Dasar | Tertangani | Keputusan  Bupati Permukiman

Permukiman sesuai SK Lumajang

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.
Pencapaian kinerja tahun anggaran 2021 sudah mengacu dan sesuai
dengan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2021 serta Target Kinerja pada Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun Capaian Indikator
dan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan
disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target [Realisasi | Capaian | Kategori Target
2021 2021 2021 (%) Akhir
Renstra
@ 2) 3 (4) 5) (6) ) (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 5,8 5,71 98,44 Sangat 29,2
Pelayanan dan Kumuh tertangani Berhasil

Pengembangan sesuai SK

Infrastruktur Dasar
Permukiman
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Capaian Efisiensi Anggaran dan Kinerja Tahun 2021

Sasaran Idikator Anggaran Kinerja Efisensi
Pagu | Realisasi % Target | Realisasi %
2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 | 10=9-6
Meningkatnya Luas N
Kualitas Pelayanan | Kawasan & co
dan Pengembangan | Kumuh © > 95,72 58 571 98,44 2,7
Infrastruktur Dasar | tertangani w &
Permukiman sesuai SK 3 ©
Ul H
0 e
N S
e w0
o

Laporan Kinerja untuk Eselon Il dan Eselon IV Tahun 2021 sebagai
berikut :
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C. EVALUASI 2020 DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa
Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan
dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang
bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend,
apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain
adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau
bahkan

pembangunan.

kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna
atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu
dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar
dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai
sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang
menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan feed back bagi
perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu
tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi
dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor
yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran
akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan
antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun
antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2020 dan tahun
2021. Hasil evaluasi tujuan dan indikator tujuan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan | Target |Realisasi | Capaian | Kategori Target
2020 2019 2019 (%) Akhir
Renstra
@) 2 3 4) 5) (6) ) (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 4,5 4,5 100 Sangat 29,2
Pelayanan dan Kumuh tertangani Berhasil
Pengembangan sesuai SK
Infrastruktur Dasar
Permukiman
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Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan | Target |Realisasi | Capaian | Kategori Target
2020 2020 2020 (%) Akhir
Renstra
@ ) 3 (4) (5) (6) ) (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 5,2 53 101,92 Sangat 29,2
Pelayanan dan Kumuh tertangani Berhasil
Pengembangan sesuai SK
Infrastruktur Dasar
Permukiman
Capaian Kinerja Tahun 2021
Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan | Target |Realisasi | Capaian | Kategori Target
2021 2021 2021 (%) Akhir
Renstra
@ 0] 3 (4) 5) (6) 0] (8)
Meningkatnya Kualitas | Luas Kawasan HA 5,8 5,71 98,44 Sangat 29,2
Pelayanan dan Kumuh tertangani Berhasil
Pengembangan sesuai SK
Infrastruktur Dasar
Permukiman
Tabel 3.3
Rekap Pencapaian Realisasi Kinerja 2018 s/d 2021
Realisasi
Sasaran Strategi Indikator Tahun Target | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Ket
Meningkatnya Kualitas Luas Kawasan | 2018 | 26,71% | 26,21
Pelayanan dan Kumuh IKU
Pengembangan Infrastruktur | _ 2019 | 4,5HA - 4,5 - -
; ertangani
Dasar Permukiman _ 2020 5.2 HA ) ) 5.33 )
sesuai SK
2021 5,8 HA - - - 5,71

D. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam
melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (P-APBD) Perubahan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2021 dengan Belanja Rp 50.943.625.520,- Realisasi Rp 48.762.092.514,57 atau

95,72% dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel. 3.3.

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Uraian Program/ Kegiatan/

NO sub Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi % Sisa Anggaran

A | BELANJA DAERAH 50,943,625,520.00 | 48,762,092,514.57 | 95.72% | 2,181,533,005.43
PROGRAM PENGELOLAAN DAN

| | PENGEMBANGAN SISTEM 17,636,581,574.00 | 16,233,126,385.17 | 92.04% | 1,403,455,188.83
PENYEDIAAN AIR MINUM

1 | Pembangunan SPAM Jaringan 4,035,490,274.00 | 3,920,909,024.00 | 97.16% | 114,581,250.00
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

o | Peningkatan SPAM Jaringan 8,763,159,100.00 | 7,961,554,000.00 | 90.85% | 801,605,100.00
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

3 | Perbaikan SPAM Jaringan 1,062,550,000.00 | 1,054,609,820.00 | 99.25% 7,940,180.00
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pembangunan Baru SPAM Bukan

4 | Jaringan Perpipaan di Kawasan 1,416,500,000.00 1,413,053,000.00 | 99.76% 3,447,000.00
Perdesaan

5 | Perluasan SPAM Jaringan 2,337,082,200.00 | 1,863,000,541.17 | 79.71% | 474,081,658.83
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

g | Perbaikan SPAM Bukan Jaringan 21,800,000.00 20,000,000.00 | 91.74% 1,800,000.00
Perpipaan di Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN

Il | PENGEMBANGAN SISTEM AIR 6,991,987,650.00 | 6,959,179,033.00 | 99.53% 32,808,617.00
LIMBAH

y | Pembangunan/PenyediaanSub |\ 120 000 00 | 4,236,370,508.00 | 99.79% 9,066,492.00
Sistem Pengolahan Setempat
Pembangunan/Penyediaan

2 | sistem Pengelolaan Air Limbah 2,437,887,150.00 | 2,431,680,708.00 | 99.75% 6,206,442.00
Terpusat Skala Permukiman

3 | PenvediaanSarana 116,482,500.00 |  105,079,817.00 | 90.21% 11,402,683.00
Pengangkutan Lumpur Tinja

4 Ej:qypefr'i?:j;asa Penyedotan 180,414,000.00 174,291,000.00 | 96.61% 6,123,000.00
Pembangunan/Penyediaan

5 3,517,000.00 3,507,000.00 | 99.72% 10,000.00
Sarana dan Prasarana IPLT
Supervisi

g | Pembangunan/Rehabilitasi/ 8,250,000.00 8,250,000.00 | 100.00% 0.00
Peningkatan/Perluasan Sarana
dan Prasarana IPLT
PROGRAM PENGELOLAAN DAN

Il | PENGEMBANGAN SISTEM 3,367,809,500.00 | 3,362,634,800.00 | 99.85% 5,174,700.00
DRAINASE
Peningkatan Saluran Drainase

1| e 102,709,500.00 101,584,800.00 | 98.90% 1,124,700.00

, | Pembangunan Sistem Drainase 3,265,100,000.00 | 3,261,050,000.00 | 99.88% 4,050,000.00

Lingkungan
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PROGRAM PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN

2,452,836,474.00

2,101,846,175.40

85.69%

350,990,298.60

Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

1,373,534,557.00

1,034,320,375.40

75.30%

339,214,181.60

Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Kawasan
Permukiman di Kawasan
Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

1,079,301,917.00

1,067,525,800.00

98.91%

11,776,117.00

PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

361,793,250.00

317,236,270.00

87.68%

44,556,980.00

Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi
SIMBG

257,040,750.00

214,058,470.00

83.28%

42,982,280.00

Penyusunan Regulasi terkait
Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota

104,752,500.00

103,177,800.00

98.50%

1,574,700.00

Vi

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

221,444,043.00

184,786,400.00

83.45%

36,657,643.00

Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang
Fungsi Hunian

221,444,043.00

184,786,400.00

83.45%

36,657,643.00

Vil

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

4,838,208,132.00

4,695,896,094.00

97.06%

142,312,038.00

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

9,732,500.00

8,266,800.00

84.94%

1,465,700.00

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

5,839,000.00

3,516,000.00

60.22%

2,323,000.00

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3,494,000.00

3,299,800.00

94.44%

194,200.00

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7,889,000.00

5,368,000.00

68.04%

2,521,000.00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

2,521,832,604.00

2,517,334,275.00

99.82%

4,498,329.00

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

91,425,808.00

78,423,224.00

85.78%

13,002,584.00

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

4,324,000.00

3,360,000.00

77.71%

964,000.00

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1,246,000.00

900,000.00

72.23%

346,000.00
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Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

9 . 4,337,200.00 3,632,900.00 | 83.76% 704,300.00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan

10 | Analisis Prognosis Realisasi 3,159,000.00 2,054,000.00 | 65.02% 1,105,000.00
Anggaran
Penyusunan Perencanaan

11 | Kebutuhan Barang Milik Daerah 2,139,200.00 1,771,500.00 | 82.81% 367,700.00
SKPD
Pengamanan Barang Milik

12 Daerah SKPD 44,055,000.00 23,988,920.00 | 54.45% 20,066,080.00

13 | Penatausahaan Barang Milik 2,153,800.00 1,739,000.00 | 80.74% 414,800.00
Daerah pada SKPD

14 | Pengadaan Pakaian Dinas 48,000,000.00 47,371,500.00 | 98.69% 628,500.00
Beserta Atribut Kelengkapannya
Penyediaan Komponen Instalasi

15 | Listrik/Penerangan Bangunan 19,890,090.00 19,690,000.00 | 98.99% 200,090.00
Kantor

16 E::Zgﬁ'aa“ Bahan Logistik 183,775,440.00 181,992,850.00 | 99.03% 1,782,590.00

17 Ez:;:f;anaiarang Cetakan dan 27,375,975.00 21,415,975.00 | 78.23% 5,960,000.00

1g | Penyediaan Bahan Bacaan dan 3,600,000.00 2,585,000.00 | 71.81% 1,015,000.00
Peraturan Perundang-undangan

20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 6,750,000.00 2,657,000.00 | 39.36% 4,093,000.00

21 | Penvelenggaraan Rapat 225,169,200.00 196,747,150.00 | 87.38% 28,422,050.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33,885,000.00 31,700,000.00 | 93.55% 2,185,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi,

23 . L 124,479,912.00 114,383,435.00 | 91.89% 10,096,477.00
Sumber Daya Air dan Listrik

24 E?and:f:n”tiisa Pelayanan 525,772,500.00 |  512,394,118.00 | 97.46% 13,378,382.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

25 | Biaya Pemeliharaan dan Pajak 112,294,000.00 |  105,512,647.00 | 93.96% 6,781,353.00
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

26 | Pemeliharaan Peralatan dan 43,800,000.00 43,709,000.00 | 99.79% 91,000.00
Mesin Lainnya

27 f:;i?‘iaa” Peralatan dan Mesin 202,711,080.00 |  188,771,000.00 | 93.12% 13,940,080.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi

28 | Sarana dan Prasarana Gedung 569,477,463.00 563,764,000.00 | 99.00% 5,713,463.00
Kantor atau Bangunan Lainnya

29 | Pengadaan Mebel 9,600,360.00 9,548,000.00 | 99.45% 52,360.00
PROGRAM PENGEMBANGAN

Vil el & & 1,197,658,875.00 1,122,774,900.00 | 93.75% 74,883,975.00

PERUMAHAN
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Identifikasi Perumahan di Lokasi
Rawan Bencana atau Terkena
Relokasi Program
Kabupaten/Kota

98,950,000.00

98,214,900.00

99.26%

735,100.00

Penyusunan Site Plan dan/atau
Detail Engineering Design (DED)
bagi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

104,690,000.00

103,176,200.00

98.55%

1,513,800.00

Pembangunan Rumah Khusus
beserta PSU bagi Korban
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

802,505,100.00

732,251,500.00

91.25%

70,253,600.00

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Penerbitan Izin Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan
Terintegrasi secara Elektronik

165,503,750.00

165,064,275.00

99.73%

439,475.00

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan

4,120,000.00

3,969,200.00

96.34%

150,800.00

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung
(SKGB)

21,890,025.00

20,098,825.00

91.82%

1,791,200.00

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

13,875,306,022.00

13,784,612,457.00

99.35%

90,693,565.00

Survei dan Penetapan Lokasi
Perumahan dan Permukiman
Kumuh

1,163,999,750.00

1,161,888,800.00

99.82%

2,110,950.00

Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni

6,019,363,272.00

5,931,048,357.00

98.53%

88,314,915.00

Pelaksanaan Pembangunan
Pemugaran/ Peremajaan
Permukiman Kumuh

6,691,943,000.00

6,691,675,300.00

100.00%

267,700.00
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Pencapaian Kinerja Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
pada tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp 17.636.581.574,-
dengan realisasi sebesar Rp 16.244.685.576,- atau 92,11% dengan sisa
anggaran Rp 1.391.895.998,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan

Kegiatan Penyediaan Air Bersih sebagai berikut :

29 Agu 202112.54.15
KPESPAMS SUMBER DELIMA

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada
tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp 6.991.987.650,- dengan
realisasi sebesar Rp 6.959.179.033,- atau 99,53% dengan sisa anggaran
Rp 32.808.617,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan Sanitasi

sebagai berikut :

n—
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. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase pada tahun
2021 mendapat anggaran sebesar Rp 3.367.809.500,- dengan realisasi
sebesar Rp 3.363.001.500,- atau 99,86% dengan sisa anggaran
Rp 4.808.000,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatanan

Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong sebagai berikut :

4. Program Pengembangan Permukiman pada tahun 2021 mendapat
anggaran sebesar Rp 2.452.836.474,- dengan realisasi sebesar Rp
2.101.846.175,- atau 85,69% dengan sisa anggaran Rp 350.990.298,-

Adapun Proses Pekerjaan Kegiatan Pendestrian sebagai berikut :
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5. Program Penataan Bangunan Gedung pada tahun 2021 mendapat
anggaran sebesar Rp 361.793.250,- dengan realisasi sebesar Rp
317.236.270,- atau 87,68% dengan sisa anggaran Rp 44.556.980,-
Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan Penertiban IMB sebagai

berikut :

6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada
tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp 221.444.043,- dengan
realisasi sebesar Rp 184.786.400,- atau 83,45% dengan sisa anggaran
Rp 36.657.643,- Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan PSU

Perumahan sebagai berikut :
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7. Program Pengembangan Perumahan pada tahun 2021 mendapat
anggaran sebesar Rp 1.197.658.875,- dengan realisasi sebesar Rp
1.122.774.900,- atau 93,75% dengan sisa anggaran Rp 74.883.975,-
Adapun Proses salah satu Pekerjaan Rumah Korban Bencana sebagai
berikut :

08/01/2214:09:31
-8°15'30,208"S112°57'54,006"E

8. Program Kawasan Permukiman pada tahun 2021 mendapat anggaran
sebesar Rp 13.875.306.022,- dengan realisasi sebesar Rp
13.784.612.457,- atau 99,35% dengan sisa anggaran Rp 90.693.565,-

Adapun Proses salah satu Pekerjaan Kegiatan RTLH sebagai berikut :

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada
tahun 2021 mendapat anggaran sebesar Rp 4.838.208.132,- dengan
realisasi sebesar Rp 4.695.896.094,- atau 97,06% dengan sisa anggaran
Rp 142.312.038,- diperuntukan sebagai kelancaran dan pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasaran kantor serta pembayaran gaji ASN

selama 1 (satu) Tahun.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan tugas yang dituangkan
pada Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dalam rangka
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
sebagai wujud membantu Bupati untuk melaksanakan program-
programnya guna tercapainya program pemerintah yang dibebankan
kepada unit kerja ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai alat kontrol,
kendali, evaluasi/ koreksi kualitas kinerja aparatur yang bersih,

berwibawa serta bertanggung jawab kepada publik.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Kkinerja
yang telah dicapai, maka Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Lumajang akan berupaya terus untuk lebih
meningkatkan tugas pokok dan fungsi dalam mebantu Kepala Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, masih terdapat
kekurangan dan perlu penyempurnaan, untuk itu dengan segala
kerendahan hati mohon saran dan kritik dari semua pihak guna
penyusunan laporan ini  di masa mendatang (emalil
dpkp388@gmail.com).
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